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Kabag Kesra Bantah Ada Pemotongan

Oknum Dewan Diduga
Sunat Bansos

Semarapura (Bali Post) —

Lembaga perwakilan rakyat kembali
perjalanan dinas, DPRD Klungkung kini

diuji. Setelah adanya pemeriksaan terkait
diusik dengan dugaan penyunatan bantuan

sosial (bansos) yang ditujukan kepada masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Marutha mulai bergerak mengumpulkan data untuk mengungkap penyimpang-
an anggaran tersebut. Diduga pemotongan bansos yang dilakukan oknum anggota

Dewan ini sudah sering terjadi di Kabupaten Klungkqng.

Sekretaris Jenderal LSM Mar-
utha, Putu Yudhi Pasek Kusuma,
mengungkapkan, pihaknya
mendapatkan laporan adanya
pemotongan bansos yang dilaku-
kan sejumlah oknum anggota
DPRD Klungkung. Meski begitu, -
pihaknya masih mengumpul-
kan data terkait laporan yang
diterima di bawah. Pemotongan
bansos dilakukan pada tahun

anggaran 2015,‘ nainun bukan

berarti pada tahun anggaran
sebelumnya tidak terjadi. .
Informasi yang diterimanya,
pemotongan bansos paling ban-
yak terjadi di Kecamatan Ban-
jarangkan dan Nusa Penida.
Jumlah pemotongan bervariasi

tergantung dari besarnya bansos

yang diterima masyarakat. “Pe-
nyunatan bisa mencapai Rp 15

juta untuk bansos yang memiliki
nilai Rp 50 juta,” bebernya, Senin
(24/8) kemarin.

Penyunatan anggaran yang
diterima masyarakat ini terjadi
pada bansos yang difasilitasi
anggota Dewan. Bansos yang se-
harusnya diatur pembagiannya
oleh pihak eksekutif tersebut,
beberapa di antaranya dijatah
ke anggota DPRD. Laporan

yang diterimanya tersebut akan
ditindaklanjuti dengan melaku-

- kan pengumpulan barang bukti.

Untuk mengungkap kasus pe-
nyunatan bansos ini, pihaknya
mengaku masih terkendala pada
saksi, mengingat masyarakat
yang dipotong bansosnya engg:
berkomentar. 3
- Meski begitu, pihaknya op-
timis laporan yang diterima
tersebut dapat terungkap gam-
blang nantinya. “Kami hanya
menginginkan agar Klungkung
bersih dari tindak korupsi dan
penyimpangan lainnya,” ujar
pria yang kini terus memantau
kasus perjalanan dinas itu.
Saat dikonfirmasi terkait dug-

aan pemotongan bansos ini, Ka-
bag Kesra Pemkab Klungkung I
Wayan Winata menjelaskan,
pihaknya tidak m‘e‘ngmukan
adanya pemotongan dari oknum
Dewan saat melakukan monitor-
ing. Menurutnya, bantuan yang
diberikan kepada masyarakat
hanya sebagian dari usulan
yang diajukan warga. nguran:
gan anggaran dapat dipenuhi
secara swadaya. Bansos yang
disalurkan hanya sebagai dana
perangsang dalam kegiatan yang
diajukan masyarakat. “Bansos
langsung dikirim ke rekening,
tidak ada pemotongan, suda};
sesuai dengan yang didapat,
ungkapnya. (dwa) ;
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Pencairan Bansos dan Hibah Tersendat
Eksekutif Nyatakan
‘Masih Dalam Proses

ar (Bali Post) -
Pemkab Gianyar meminta
semua pihak tidak khawatir
mengenai pencairan dana ban-
sos dan hibah tahun 2015. Asis-
ten III Setda Gianyar I Wayan
Sudamia mengungkapkan,
Mentgi

mengeluarkan Surat Edaran
(SE) No.:f 900/4627/SJ tertang-
gal 18 Agustus 2015 yang pada

intinya menyebutkan, dana -

hibah dan bansos yang sudah
masuk dalam KUA-PPAS dan
APBD induk 2015 bisa diproses
untuk dicairkan.

“Untuk bansos tidak ada
masalah. Sedangkan untuk
hibah, hari Sabtu lalu, sudah
kita kumpulkan SKPD yang
menangani dana hibah un-
tuk segera melakukan proses
selanjutnya,” ujar Sudamia
yang dikonfirmasi, Senin (24/8)
kemarin.

Menurutnya, pada pasal
298 ayat 5 huruf d, Undang-
Undang nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah
disebutkan syarat tambahan
di mana penerima dana hibah
adalah badan, lembaga, dan
organisasi kemasyarakatan

Dalam Negeri telah =

yang berbadan hukum Indone-
sia. Hal inilah yang kemudian
membuat Pemkab Gianyar
ingin mendapat penegasan
menyangkut pihak mana saja

yang berhak mendapatkan

dana tersebut.

dian mempertanyakan hal ini
dengan melakukan konsultasi
ke pusat. Kepastian mengenai
penerima hibah ditegaskan
kembali dengan diterbitkan-
nya SE Mendagri, di mana
Pemkab Gianyar sendiri baru
menerima SE itu pada 21
Agustus lalu. Dalam SE itu,
pencairan bansos dan hibah
dapat dilakukan sepanjang
sudah masuk APBD ataupun
KUA-PPAS. Di sisi lain, calon
penerima juga tidak harus
terdaftar di Kemenkumham
melainkan cukup terdaftar
dengan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) di Kabupaten/
Kota atau Provinsi melalui
Kesbanglinmas. ety
Terkait pertanyaan leg-
islatif mengenai banyaknya
bansos dan hibah yang belum
cair, Sudamia mengatakan,
semuanya masih berproses.

Pemkab Gianyar pun kemu-

4

Menurutnya, di awal tahun
juga sudah banyak dana hi-
bah yang cair. Untuk itulah,
pihaknya meminta semua ka-
langan khususnya masyarakat

. bersabar.

Diberitakan sebelumnya,

DPRD Gianyar mempertan-

yakan proses pencairan dana
hibah dan bansos tahun 2015.

Pasalnya, sampai saat ini

masih terdapat sebagian besar
bantuan tersebut yang belum
dicairkan sehingga menyebab-.
kan polemik di masyarakat.

Dewan menilai, masalah ini
muncul lantaran eksekutif
khawatir dengan penerapan
undang-undang dan aturan
baru yang menyebutkan pen-

erima bansos dan hibah harus

berbadan hukum.

“Sekarang ini masih belum
ada keputusan mengenai pen-
cairan dana hibah dan bansos
diAPBD induk dan perubahan
tahun 2015. Yang di induk
2015 baru sebagian sudah dic-
airkan, sebagian lagi belum,
sehingga ini jadi polemik,”
kata Ketua DPRD Gianyar I
Wayan Tagel Winarta, Minggu
(23/8) lalu. (kmb25) ;
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kutat pada dua orang mantan
petmggl di DKP.

Kam Pidsus Fathur
f n menambahkan, set-
elah dilimpahkan ke jaksa
penuntut umum, keduanya
akan kembali menjalani masa
tahanan selama 20 hari ke
depan. “Dengan ditahannya
kembali kedua tersangka
lama 20 hari ke depan oleh

‘Tipikor. “Target kam1 31

JPU, artinya perpanjangan
masa penahanan dari jaksa
penyxdlk yang semestinya

~ sampai 6 September'sudah

dihapus,” jelasnya. -
Selama 20 hari ke depan,
pihak jaksa penuntut umum
akan mempersiapkan dak-
waan untuk nantinya segera
dilimpahkan ke pengadilan

: Agustus sudah dlhmpahkan :

ke é)engadllan ucapnya.
ementara itu, pengacara
Jagrem dan Candra Dewi
mengatakan, kliennya selalu
kooperatif aIﬁan tidak men-
geluhkan jalannya pemerik-
saan. “Kamhanyamenunggu
jadwal sidang,” ujar Agus

" Guna Putra, S.H., )pengacara

Gede JG. (kmb2§

Bali Post/kmb28
LENGKAPI BERKAS - Kedua tersangka kasus CPNS DKP, Gede Jagrem dan Nyoman

Candra Dewi (duduk), melengkapi berkas pelimpahan tahap I di Kejari Tabanan. -
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